BAB VI

PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya pemerintah Kota Kupang dalam

memberdayakan pedagang kaki lima di jalan Eltari | berdasarkan peraturan daerah

Kota Kupang nomor 12 tahun 2011 tentang tata ruang kota, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1.

Penggunaan kawasan fungsional perkotaan oleh pelaku usaha kecil
menengah (PKL) sebagai penjabaran kegiatan demi tercipta lingkungan
yang harmonis masih belum bisa dimaksimalkan.

Sesuai amanat Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang Kota Kupang. Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Kupang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
Kupang yang diselenggarakan terhadap Perencanaan penataan ruang,
Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang. ditemukan bahwa
Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang
belum secara efektif memperhatikan kawasan sesuai PERDA tersebut
sehingga upaya memberdayakan pedagang kaki lima di Jalan eltari |

belum dapat tercapai.



3. Pemberdayaan pedagang kaki lima dengan upaya adanya peruntukan
ruang usaha bagi PKL yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan
antara PEMDA untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan
aman maupun pihak Pedagang Kaki Lima sendiri yang terus berdagang
demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga

4. Dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima, pemerintah mengalami
persoalan dilema karena satu sisi keberadaan pedagang kaki lima di jalan
Eltari I di izinkan dengan adanya kebijkan khusus kepala daerah disisi lain
keberadaan PKL ini menyalahi aturan tata ruang kota.

5. Kondisi pedagang kaki lima yang menghadapi lingkungan yang masih
kurang kondusif, sehingga menjadi faktor yang menghambat eksistensi
dan perkembangan bisnisnya.

1.2. SARAN

1. Pemerintah

a. Pemerintah Kota Kupang bersama perangkat terkait terus berupaya
agar kawasan fungsional perkotaan dapat dimanfaatkan dengan
maksimal dengan tata cara dan sistem yang berkesinambungan
sehingga dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, lebih khusus untuk
memberdayakan para pedagang kaki lima di Jalan Eltari I.

b. Pemerintah harus mampu menyiapkan peruntukan ruang lokasi usaha
bagi pedagang kaki lima agar dapat menghasilkan multiefek bagi

peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat dan pendapatan daerah



serta memiliki terobosan-terobosan berarti dalam meningkatkan
kualitas manajemen pedagang kaki lima.

c. Pemerintah harus mengsosialisasikan perda tata ruang kota agar
dipahami oleh pedagang kaki lima, sehinngga pedagang kaki lima
dapat memahami bahwa penggunaan ruang publik dapat
mengakibatkan potensi kesemerawutan lalu lintas, hak pendestrian
(pejalan kaki) diabaikan.

2. Pedagang kaki lima

a. Bagi para pedagang kaki lima agar bersama pemerintah berusaha
untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota.

b. Pedagang kaki lima berharap agar pemerintah harus lebih selektif
dalam pembuatan aturan supaya pedagang kaki lima merasakan
keamanan dan ketertiban, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian

dan keprofesionalan, serta kearifan lokal.
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